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Definisi Ketidaksesuaian
Kondisi tumpang tindih terkait Batas Daerah, Rencana Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, Hak 
Pengelolaan, Garis Pantai, RTRL, RZ KSNT, RZ KAW, RZWP-3-K, dan/atau Perizinan terkait Kegiatan yang Memanfaatkan 
Ruang Laut.

Definisi Keterlanjuran

Kondisi di mana Izin, Konsesi, Hak Atas
Tanah dan/atau Hak Pengelolaan yang
diterbitkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang
pada saat itu berlaku, namun menjadi
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku saat
ini. (Pasal 1 angka 11 PP 43/2021)

Definisi Pelanggaran

Kondisi dimana Izin, Konsesi, Hak Atas
Tanah dan/atau Hak Pengelolaan yang
diterbitkan tidak sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan. (Pasal 1
angka 12 PP 43/2021)

Pertimbangan 
Kronologis

Subjek yang Diatur

Masyarakat

Instansi Pemerintah

Badan Usaha

Orang perseorangan, kelompok
orang atau masyarakat hukum
adat

Lembaga negara, kementerian,
lembaga pemerintah
nonkementerian, Lembaga, dan
pemerintah daerah

Badan usaha berbadan hukum
dan badan usaha tidak berbadan
hukum
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Penyelesaian Ketidaksesuaian RTRWP, RTRWK,
Kawasan Hutan, Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah,
dan/atau Hak Pengelolaan :

a. Penyelesaian Ketidaksesuaian antara RTRWP dan/atau 
RTRWK dengan Kawasan Hutan

b. Penyelesaian Ketidaksesuaian antara RTRWp dengan RTRWK

c. Penyelesaian Ketidaksesuaian lzin, Konsesi, Hak Atas Tanah, 
dan/atau Hak Pengelolaan di dalam Kawasan Hutan dalam 
Keterlanjuran

d. Penyelesaian Ketidaksesuaian antara lzin, Konsesi,
dan/atau Hak Atas Tanah dengan RTRWP dan/atau RTRWK 
dalam Keterlanjuran

e. Penyelesaian Ketidaksesuaian lzin, Konsesi, Hak Atas Tanah, 
dan/atau Hak Pengelolaan di dalam Kawasan Hutan dalam 
Pelanggaran; dan

f. Penyelesaian Ketidaksesuaian antara lzin, Konsesi, Hak Atas 
Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan dengan RTRWP dan/atau 
RTRWK dalam Pelanggaran.
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KONSEPSI KETERLANJURAN & PELANGGARAN 
DALAM PENGATURAN PP 43/2021

Penyelesaian Ketidaksesuaian antara RTRL, 
RZ KSNT, RZ KAW, danf atau RZWP-3-K 
dengan perizinan terkait Kegiatan yang 
Memanfaatkan Ruang Laut :

a. Penyelesaian Ketidaksesuaian antara RTRWP dengan
RZWP-3-K

b. Penyelesaian Ketidaksesuaian antara Perizinan terkait
Kegiatan yang Memanfaatkan Ruang Laut dengan RTRL,
RZ KSNT, RZ KAW, danf atau RZWP-3-K:

• Penyelesaian Ketidaksesuaian antara Perizinan
terkait Kegiatan yang Memanfaatkan Ruang Laut
dengan RTRL, RZ KSNT, RZ KAW, danf atau RZWP-3-
K dalam Keterlanjuran

• Penyelesaian Ketidaksesuaian antara Perizinan
terkait Kegiatan yang Memanfaatkan Ruang Laut
dengan RTRL, RZ KSNT, RZ KAW, danf atau RZWP-3-
K dalam Pelanggaran

03

04



Penyelesaian Ketidaksesuaian RTRWP, RTRWK, Kawasan Hutan, Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah,
dan/atau Hak Pengelolaan :02

❖ Jika telah dikuasai dan dimanfaatkan di dalam Kawasan Hutan sebelum kawasan tersebut ditunjuk sebagai
Kawasan Hutan maka dilakukan denganPerubahan peruntukan Kawasan Hutan, perubahan fungsi Kawasan
Hutan, dan/atau penggunaan Kawasan Hutan dengan cara mengeluarkan bidang tanah tersebut dari Kawasan
Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan.

❖ Terhadap lzin atau Konsesi tetap berlaku hingga jangka waktunya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

❖ Dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya PP ini.

Dalam Kawasan Hutan

❖ Jika Instansi Pemerintah, Badan Usaha, dan/atau Masyarakat belum mengusahakan, menggunakan, atau
memanfaatkan Izin, Konsesi, dan/atau Hak Atas Tanah secara efektif maka terhadap lzin dan/atau Konsesi
dilakukan pengurangan, penciutan, atau pencabutan wilayah kerja lzin. Konsesi yang tidak sesuai RTRWP
dan/atau RTRWK, dan terhadap Hak Atas Tanah dilakukan penyesuaian pemanfaatan tanah dengan RTRWP
dan/atau RTRWK;

Terhadap RTRWP dan/atau RTRWK 
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Penyelesaian Ketidaksesuaian RTRWP, RTRWK, Kawasan Hutan, Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah,
dan/atau Hak Pengelolaan :02

❖ Jika Instansi Pemerintah, Badan Usaha, dan/atau Masyarakat telah mengusahakan, menggunakan, atau
memanfaatkan Izin, Konsesi, dan/atau Hak Atas Tanah secara efektif dan tidak melampaui daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup maka lzin, Konsesi, dan atau Hak Atas Tanah tetap berlaku hingga jangka waktu
berlakunya berakhir dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

❖ Penyelesaian Ketidaksesuaian lzin, Konsesi, dan/atau Hak Atas Tanah dengan RTRWP dan/atau RTRWK
diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya PP ini serta dilaksanakan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarialpertanahan dan tata ruang dengan menteri terkait.

Terhadap RTRWP dan/atau RTRWK 

❖ Penyelesaian Ketidaksesuaian lzin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan milik Instansi Pemerintah,
Badan Usaha, atau Masyarakat di dalam Kawasan Hutan dalam Pelanggaran dilakukan pengenaan sanksi
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

❖ Penyelesaian Ketidaksesuaian lzin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan milik Instansi Pemerintah,
Badan Usaha, atau Masyarakat dengan RTRWP dan/atau RTRWK dalam Pelanggaran, dilakukan pengenaan sanksi
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Tata Ruang.

Penyelesaian Pelanggaran
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Penyelesaian Ketidaksesuaian antara RTRL, RZ KSNT, RZ KAW, danf atau RZWP-3-K dengan 
perizinan terkait Kegiatan yang Memanfaatkan Ruang Laut :03

Memanfaatkan Ruang Laut dengan RTRL, RZ KSNT, RZ KAW, danf atau RZWP-3-K:

❖ Jika Perizinan terkait Kegiatan yang Memanfaatkan Ruang Laut telah diterbitkan sebelum ditetapkannya RTRL, RZ
KSNT, RZ KAW, danf atau RZWP-3-K maka terhadap Perizinan terkait Kegiatan yang Memanfaatkan Ruang Laut yang
sesuai dengan RTRL, RZ KSNT, RZ KAW, dan/atau RZWP-3-K tetap berlaku hingga jangka waktu berlakunya berakhir
dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

❖ Jika Perizinan terkait Kegiatan yang Memanfaatkan Ruang Laut telah diterbitkan sebelum ditetapkannya RTRL, RZ
KSNT, RZ KAW, dan/atau RZWP-3-K maka terhadap Perizinan terkait Kegiatan yang Memanfaatkan Ruang Laut yang
tidak sesuai dengan RTRL, RZ KSNT, RZ KAW, dan/atau RZWP-3-K tetap berlaku hingga jangka waktu berlakunya
berakhir

❖ Penyelesaian Ketidaksesuaian antara Perizinan terkait Kegiatan yang Memanfaatkan Ruang Laut dengan RTRL, RZ
KSNT, RZ KAW, danf atau RZWP-3-K dalam Pelanggaran dilakukan pengenaan sanksi administratif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan.

Penyelesaian Pelanggaran
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Dasar Hukum 
Penertiban Pemanfaatan Ruang 

PENGENDALIAN
PEMANFAATAN 
RUANG

PENGENAAN SANKSI

(PENERTIBAN 
PEMANFAATAN RUANG)

UNTUK MEMBERIKAN 
EFEK JERA BAGI 
PELANGGAR 
PEMANFAATAN RUANG

UU 11/2020
dan

UU 26/2007

01
INDIKASI 
PELANGGARAN 
PEMANFAATAN RUANG 

02
PENETAPAN
PELANGGARAN 
PEMANFAATAN RUANG

03
PENGENAAN 
SANKSI 
ADMINISTRATIF

04
PENGENAAN 
SANKSI PIDANA
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TUJUAN 2 SASARAN
STRATEGIS 2

02 PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG

Menyelenggarakan Penataan Ruang 
yang Adil, Nyaman, Produktif, dan 

Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan 
Rencana Tata Ruang serta Perwujudan 

Tertib Tata Ruang

Indikator Kinerja: Indeks 
Penyelenggaraan Penataan Ruang

KEGIATAN STRATEGIS
Penyusunan Insdal Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

DAS & Danau Prioritas
Pengendalian AFLS

Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Penataan Ruang

Penertiban Pemanfaatan RuangRENSTRA ATR/BPN 2020-2024

TERTIB 
PEMANFAATAN 
RUANG



kewenangan 
daerah

kewenangan
pusat

ANALISIS INDIKASI 
PELANGGARAN PR 

PENGENAAN 
SANKSI 

ADMINISTRATIF 
- Pasal 145

WASMATLITRIK

PENGENAAN 
SANKSI PIDANA 
- Permen 3/2017

PENYIDIKAN

Laporan Masyarakat 

Hasil Penilaian KKPR

Temuan Langsung
PPNS PR

PENGELOLAAN 
PENGADUAN/TEMUAN

Indikasi Pelanggaran
Pemanfaatan Ruang oleh 

Sekretariat PPNS PR

OPERASIONALISASI 
KEGIATAN PPNS PR

memenuhi
unsur-unsur

tindak pidana

hasil pelaksanaan
kegiatan PPNS PR

Rencana Umum 
Tata Ruang
RTRW Nasional
RTRW Provisi
RTRW Kabupaten
RTRW Perkotaan

Rencana Rinci Tata 
Ruang
RTR Pulau/Kepulauan
RTR Kawasan Strategis 
RDTR

Peta Dasar, Peta 
Tematik, Citra 
Satelit

Dokumen Perizinan

Data HAT

Data Sekunder Lain 
dari Sektor Terkait

DILIMPAHKAN 
KE SEKRETARIAT

PPNS PR 
DAERAH

Laporan Hasil Pengawasan, 
Pengamatan, Penelitian dan 

Pemeriksaan

BERKAS LENGKAP
/LAPORAN HASIL PENYIDIKAN

FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS
SEKRETARIAT PPNS PR

LAPORAN HASIL PENILAIAN KINERJA

PENINGKATAN KAPASITAS PPNS PR

PELANGGARAN PEMANFAATAN 
RUANG YANG DIKENAKAN 

SANKSI ADMINISTRATIF
baik oleh Pemerintah Pusat maupun 

Pemerintah Daerah

SERTA HASIL EVALUASI TERHADAP 
EFEKTIVITAS PENGENAAN SANKSI 

ADMINISTRATIF
Terlaksana/tidak, Dipatuhi/tidak

Memberikan efek jera/tidak

PROSES PELAKSANAAN PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG

INPUT OUTPUTPROSES

diduga terdapat 
pelanggaran 
administratif

diduga terdapat 
pelanggaran 

pidana



a. Tidak menaati Rencana Tata Ruang yang
telah ditetapkan yang mengakibatkan
perubahan fungsi ruang

b. Tidak mematuhi Ketentuan Pemanfaatan
Ruang dalam Rencana Tata Ruang

c. Menghalangi akses terhadap Kawasan
yang oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan yang dinyatakan
sebagai milik umum

DELIK ADMINISTRATIF

DELIK PIDANA

PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

a. Melakukan usaha dan/atau kegiatannya
memanfaatkan ruang yang telah
ditetapkan tanpa memiliki persetujuan
kesesuaian pemanfaatan ruang

b. Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan
rencana tata ruang dari pejabat yang
berwenang

c. Tidak mematuhi ketentuan yang
ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Peringatan
Tertulis

Denda
Administratif

Penghentian 
Sementara
Kegiatan

Penghentian 
Sementara
Pelayanan

Umum

Penutupan
Lokasi

Pencabutan
KKPR

Pembatalan
KKPR

Pembongka-
ran 

bangunan

Pemulihan 
Fungsi Ruang

• Pidana penjara paling
lama 15 tahun

• Denda paling banyak
Rp.8 miliar

• Khusus korporasi, pidana
denda dengan
pemberatan 1/3 kali dari
pidana denda dalam
Pasal 69, 70, atau 71,
pencabutan perizinan
berusaha, dan/atau
pencabutan status badan
hukum

• Bagi pejabat pemerintah,
pidana penjara paling
lama 5 tahun dan denda
paling banyak Rp.500
juta

• Dapat dikenai pidana
tambahan berupa
pemberhentian tidak
hormat dari jabatannya

SANKSI PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

SANKSI
PIDANA

SANKSI 
ADMINISTRATIF

Sumber: Permen ATR/KaBPN No.21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang10
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SIUP Operasi Produksi Tahun 2008
Luas indikatif di atas peta 18,577 Ha

SIUP Operasi Produksi Tahun 2013
Luas indikatif di atas peta 19,038 Ha

SIUP Operasi Produksi Tahun 2016
Luas indikatif di atas peta 24,161 Ha

Diduga area operasi produksi temuan
audit tata ruang Tahun 2019
Luas indikatif di atas peta 11,189 Ha

SIUP Eksplorasi Tahun 2022
Luas indikatif di atas peta 75,843 Ha

Diduga area operasi produksi Tahun 2021
Luas indikatif di atas peta 18,772 Ha

Pelanggaran

Penambangan galian C

RTRW Kota Sorong (Perda 15/2014)

2005 2014 2022

SIUP 2005 SIUP 2008 SIUP 2013 SIUP 2016

?

???

? Reklamasi pantai

Penambangan galian C

Keterlanjuran
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